
BUPATI JOMBANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

bah wa untuk melaksanakan ketentua n Pasa l 320 ayat (1) 
Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pe m erintahan 
Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Penvakilan 
Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuan gan yang telah 
d iperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun a nggaran berakhir , perlu 
m emben tuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 194 5 ; 

2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 4 1) sebagaimana te lah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran egara Republik Indonesia Ta hun 1965 omor 
19, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negar a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan egara (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 omor 5 , Ta mbahan Lembaran 

egara Republik Indones ia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang omor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran egara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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6 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2 004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasiona l (Lembaran egara 
Republik Indonesia Ta hun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Peme rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun '.2004 omor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tah un 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Ta m bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia omor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 201 9 tentang Perubahan atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-U nda ngan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2019 Nomor 183 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia omor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Ta m bahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta hun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomo r 58 , Tambahan Lembara n Negara Republik 
Indonesia omor 5679); 

11. Peraturan Pem erintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daera h (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

omor 210, Tambahan Lembara n Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12 . Pera turan Pemerintah Nomor 23 Tah un 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diu bah den gan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran egara 
Republik Indonesia Ta hun 2012 Nomor 171 , Tambahan 
Lembaran egara Republik Indon esia omor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Da n a Perimba ngan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 omor 137, Tambahan Lembaran eoara 
Republik Indonesia omor 4 575); 
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14. Peraturan Pemerintah omor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerin tah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 omor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pemerin tah 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Pa r tai Politik (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2009 omor 18, 
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 
4972) sebagaimana telah diubah d en gan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Ta hun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 535 1) . 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentan° Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan 
Lem bar an Negara Repu blik Indonesia N omor 5161); 

19 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 65); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah 
Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Penge lolaa n Barang Milik egara / Daerah (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran 1egara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

22 . Peraturan Pemerintah omor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 omor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
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23 . Peraturan Pemerintah lo mor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran egara Repu blik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambaha n Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 6279); 

24 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan g 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran egara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tamba h an Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 6322); 

2 5 . Peraturan Pem erintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

26 . Peraturan Presiden omor 16 Tahun 2018 ten tang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah; 

27 . Peraturan Menteri Dalam l egeri Nomor 13 Tahun 
2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

28 . Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Ba dan Layanan Umum Daerah; 

29. Peraturan Menteri Da la m Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedom an Pemberia n Hibah d a n Bantuan Sosial 
yan g Bersumber dari Anggaran Pendapatan d an Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 123 Tahun 
2018; 

30 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerinta h Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Bela nja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/ PMK.07 / 2019 
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
menurut Daerah Provinsi / Kabupaten Kota Tahun 
Anggaran. 2019; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang omor 45 Tahun. 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Devvan Penvakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali te rakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2007 
(Lembaran Daerah Kabupate n. Jombang Tahun 2007 
Nomor 5 / E , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2007 Nomor 5 / E); 
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35 . Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jomban g Tahun 2006 
Nomor 15 / A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jorn bang Nom01- 12 Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten J ombang Tahun 2017 
Nomor 12 / A); 

36 . Peraturan Daerah Kabupaten Jomba n g Nom or 7 Tahun 
200 9 ten tan g Rencana Pembangunan Jangk a Panjang 
(RPJ P) Daerah Kabupaten Jombang Ta h u n 2005-2025 
(Lemb a ran Daera h Kabupaten J omb a n g Tahun 2009 
Nom01- 7 / E); 

37 . Peraturan Daerah Kabupaten J omban g Nomor 8 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2016 Nomor 8 / D , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2016 Nomor 8 / D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2018 Nomor 11 / D ); 

3 8. Peraturan Daerah Kabu paten Jomban g Nomor 6 Tahun 
2017 ten tan g Hak Keuangan dan Adminis t ratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Ra kyat Daerah Kabupaten 
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten J om bang Tahun 
2017 Nomor 6 / E); 

39 . Peraturan Daerah Kabupaten Jom ban g Nomor 15 Tahun 
2018 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Ka bu paten 
JombangTahun 2018 Nomor 15 / A); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 
2019 ten tang Rencana Pembangu nan J a n gka Menengah 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 -2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jorn bang Tahun 2019 Nomor 1 / E); 

4 1. Peraturan Daerah Kabupaten J omban g Nom or 6 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Anggaran Pen dapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggar a n 20 19 (Lem baran Daerah 
Kabupaten J ombang Tahun 2019 Nomor 6 / A); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
dan 

BUPATI JOMBANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 . 
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Pasal 1 

( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran ; 
b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 
d . Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha 
Milik Daerah / Perusahaan Daerah , Ikhtisar Laporan 
Keuangan Desa dan Ikhtisar Laporan Kinerja. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp2.672 .346 . l 99.409,46 
b. Belanja Rp2.180.806.206 . 194,47 
c. Transfer Rp472 .938.480.833,00 

Surplus / (Defisit) Rp 18 .601.512 . 380 , 99 

d. Pembiayaan : 
Penerimaan 
Pengeluaran 
Pembiayaan Netto 

SiLPA 

Rp502.051.042 .665,31 
Rpl3 .108.244 .507,0l 
Rp488 .943.798.158,30 

Rp507 .54 5.310.539,29 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pas al 2 se bagai beriku t : 

a . Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rpl6.755.643.492 ,07 dengan rincian sebagai berikut: 
1) anggaran pendapatan 

setelah perubahan 

2) realisasi 
selisih le bih / (kurang) 

Rp2.655.590.555 . 917,39 

Rp2. 6 72 .346. l 99.409,46 
Rp 16 . 755.643.492 ,07 

b . Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp . 
(486 .974.94 5.957,22) dengan rincian sebagai berikut : 

1) anggaran belanja setelah 
perubahan 

2) realisasi 

selisih le bih / (kurang) 

Rp2.667.781.152.152,69 
Rp2.180.806.206. l 95,4 7 
Rp (486.974.945.957,22) 
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c . Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah 
(3 .813 .721.090 ,00) dengan rincian sebagai berikut: 
1) anggaran transfer setelah 

perubahan 
2) realisasi 

s elisih le b ih / (ku rang) 

Rp4 76.752.201.923,00 
Rp4 72.938.480 .833,00 

Rp (3 .8 13 .72 1. 090 ,00) 

Rp 

d . Se lis ih a n ggaran dengan real isas i surplus / d e fi s it sejumlah 
Rp . 507.544 .310 .539,29 dengan r incian sebagai be rikut : 

1) defisit setelah peru bahan Rp (488 .942 .798.158,30) 

2) realisasi (surplus / d efisit) 

selisih lebih / (kurang) 

Rpl 8 .60 1. 512.380,99 

Rp. 507 .544 .310 .539,29 

e . Selisih anggaran denga n realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp . (19 .999.000 .000,00) dengan rincian sebagai 
berikut: 

1) anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp . 522.051.042 .665,31 

2) realisasi 

selisih le bih / (kura n g) 

Rp. 502 .052 .042.66 5,3 l 

Rp . (19 .999 .000 .000 ,00) 

f. Se lis ih a n ggaran den gan realisa si pen gelua ra n pembiayaan 
sejumlah Rp . (20.000.000 .0 00 ,00) d en gan rincian sebagai 
berikut: 
1) anggaran pengeluaran pembia yaan 

setelah perubahan Rp . 33. 108.244.507 ,01 

2) realisasi 

selisih le bih / (kurang) 

Rp . 13 .108 .244 .507,01 

Rp . (20.000.000.000 ,00) 

g . Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp. 1.000 .000,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1) anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan Rp . 488.942.798.158.30 

2) realisasi Rp. 488.94 3 .798 .158,30 
selisih le b ih / (kurang) Rp . 1.000.000 ,00 

Pasal 4 
Lap oran Perubahan S isa Anggaran Lebih seba gaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b u ntuk tahun yang berakhir 
sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut : 

a . Sisa Anggara n Lebih Awal Rp502 .051 .042 .665,31 

b. Penggunaa n Sisa Anggaran 

Lebih sebaga i Penerimaan Pembiayaan 

Tahun Berjalan Rp502.051 .042. 665 ,31 

c . Sisa Leb ih / Kurang Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA / SiKPA) 

d . Koreksi Kesalah an Pembukuan 

Ta h u n Sebelu m nya 

e. Lain -la in 

f. S isa Anggaran Lebih Akhir 

Rp507.545.310 .539,29 

Rp0, 00 

Rp0, 00 

Rp507 .545.310 .539,29 



8 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, 
per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut: 

a . Jumlah aset 

b. Jumlah kewajiban 

c . Jumlah ekuitas dana 

Pasal 6 

RpJ.742.457.330 .721 ,85 

Rp26.503.830.870 , 10 

Rp3.715 . 953.499.851 ,75 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2019 sebagai berikut: 
a. Jumlah Pendapatan 
b. Jumlah Beban 
C . Surplus / Defisit dari 

Kegiatan Operasi 

d. Kegiatan Non Operasional 
e. Surplus / Defisit dari 

Kegiatan Non Operasional 
f. Surplus / Defisit sebelum 

Pos Luar Biasa 
0 Pos Luar Biasa o · 

h. Surplus / Defisit Pos Luar Biasa 

1. Surplus / Defisit - Laporan 

Operasional 

Pasal 7 

Rp2 .527.345.525. l 78 , 15 
Rp2.226 .801.391. 605 ,68 

Rp300.544 .133. 572,47 
Rp(l5.623.981.787 ,02) 

Rp( 15.623.981.787,02) 

Rp284.920.15 l .785,45 

Rp 1.677 .792 .662 ,00 
Rp 1.677 .792.662 ,00 

Rp286.59 7 .944 .44 7 ,45 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat ( 1) huruf 
e untuk tahun yang berakhir sampai den gan 31 Desember 
Tahun 2019 sebagai berikut: 

a . Saldo awal kas 

per 1 Januari 2019 Rp502.051.042.665,3 l 

b. Arus kas bersih dari aktivita s operasi Rp393.053.7 l 9 .360,54 

C . Arus kas bersih dari aktivi tas 

investasi non keuangan Rp(374.452 . 206. 979 ,55) 

d. Arus kas bersih dari 

aktivitas pendanaan Rp(l3.107 .244 .S07 ,0 l ) 

e . Arus kas ber sih d a ri aktivitas 

transitoris Rp0,00 

f. Saldo akhir kas 

per 31 Desember 2019 Rp507.545 .310.539 ,29 
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Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat ( 1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2019 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awai Rp3.375.506.903.816 ,90 

b. Surplus / Defisit -

Laporan Operasional Rp286.597.944.44 7,45 

c . Dampak Komulatif Perubahan 

Ke bijakan / Kesalahan Mendasar Rp53.848.65 l .587,40 

Rp3.715.953.499 .8 5 l ,75 d. Ekui tas Akhir 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yan g 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini yang terd iri dari: 

a . Lampiran I 

Lampiran I .1 

Lampiran I.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

: Laporan Realisasi Anggaran; 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 

Rincian 
Menurut 

La po ran Realisasi Anggaran 

Organisasi, 
Pembiayaan; 

Urusan Pemerintahan Daerah, 
Pendapatan, Belanj a, dan 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program , dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanj a 
Daerah untuk Keselarasan Dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

b. Lampiran II Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih; 

c . Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ; 
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e . Lampiran V : Ne raca; 

f. Lampiran VI : Lapora n Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Reka pitulasi Piutang Daerah ; 

1. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang 
Tidak Tertagih; 

J. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 
Penyisihan Dana Bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

m . Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n . Lam piran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam 
Pekerj aan; 

0 . Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p . Lam piran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q . Lam piran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r . Lampiran XVIII: Daftar Key1,·aj iban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampa1 akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya; 

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD / 
Perusahaan Daerah ; 

u . Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa; 

v . Lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Kinerja . 

Pasal 11 

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2019 diatur lebih lanj ut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

Diundangkan di Jombang 
pada tanggal 3 Agustus 2020 
Plh. SEKR IS DAERAH 

_,_. JO 

EKSAN GUNAJATI 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tan ggal 3 Agustus 2020 

BUPATI JOMBANG, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 4/A 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 103-7 /2020 

D- Hlh"L\1 0 \ /ll\!PL\..\'- Pl-:RIM\l'ERD.\ 20201_4 TH 20 10 Pt·rwngjawnhan APUO 2019.do, 


